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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menyusun tulisan 

ini, penulis telah memperoleh kesimpulan sebagai berikut :   

1. Pandemi iCovid-19 idapat idigunakan isebagai ialasan iuntuk ipenundaan 

ipembayaran iutang ibagi iDebitor, ikarena ipandemi iCovid-19 itermasuk 

ikedalam iforce imajeure iyang ibersifat irelatif. iForce imajeure iCovid-19 itidak 

ibersifat iabsolut isehingga idebitor ibisa ikembali imelaksanakan ikewajiban 

iuntuk ipemenuhan iprestasi iketika ikeadaan iyang imenghalanginya itelah 

ihilang. iSelain iitu, iargumentasi iini ijuga idiperkuat idengan iadanya iPeraturan 

iPresiden iNomor i12 iTahun i2020. iNamun itidak iserta imerta idebitor idapat 

imenunda iatau imembatalkan iperjanjian. iAlasan iini ikemudian isebagai ialasan 

iuntuk imengajukan ikepailitan/PKPU iyang isejalan idengan iteori ikeadilan, 

ikhususnya ikeadilan idalam ipenyelesaian iperkara ikepailitan/PKPU. 

iPenyelesaian iperkara ikepailitan/ iPKPU isebagai ijalan ikeluar iyang ibersifat 

ikomersial iuntuk ikeluar idari ipersoalan iutang ipiutang iyang imenghimpit 

iseorang idebitor, isehingga ilembaga ikepailitan iberfungsi isebagai ilembaga 

ialternatif iuntuk ipenyelesaian ikewajiban-kewajiban idebitor iterhadap 

ikreditor isecara ilebih iefektif, iefisien, idan iproporsional. iNamun ipandemi 

iCovid-19 itidak iserta imerta imenghilangkan ikewajiban idebitor iuntuk 

imemenuhi iprestasinya ibilamana ipandemi iCovid-19 idinyatakan ioleh 

ipemerintah itelah iberakhir. 
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2. Pelaksanaan Putusan Perdamaian PKPU Nomor 46/Pdt.Sus-

PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst dalam kasus permohonan penundaan 

pembayaran utang tetap harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut : 

a. Debitur berutang kepada satu pihak atau lebih. 

b. Debitur lalai melakukan sekurang-kurangnya satu pembayaran 

terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

c. Kreditur berpendapat bahwa debitur tidak akan mampu membayar 

utang-utangnya. 

d. Ada beberapa fakta atau situasi yang terbukti sederhana 

Dalam putusan PKPU tersebut, syarat keempat tidak terpenuhi karena 

baik debitor dan kreditor sama-sama mengalami kerugian akibat 

pandemi Covid-19. Selain itu juga alasan pandemi Covid-19 tidak dapat 

dibuktikan terbuktinya secara sederhana, yaitu bahwa implikasi 

pandemi Covid-19 tidak saja dirasakan oleh debitor tetapi juga 

usaha/bisnis lainnya di dunia, termasuk Indonesia. Permohonan PKPU 

yang dimohonkan ditolak karena terdapat salah satu syarat dari 4 syarat 

tersebut di atas tidak dapat terpenuhi. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis 

memberikan saran, yaitu: para pihak yang bersengketa utang-piutang sebaiknya 

memilih penyelesaian melalui jalur restrukturisasi utang. Penyelesaian ini lebih 

adil bagi kedua pihak dibandingkan penyelesaian dengan penyelesaian PKPU 

yang putusannya tidak pasti. Untuk itu perlu ada penguatan regulasi tentang 

restrukturisasi utang selama pandemi Covid-19 belum dinyatakan berkahir oleh 

Pemerintah. Regulasi ini dapat digunakan ketika terjadi bencana non-alam serupa 

dikemudian hari. 


